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 LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUNAN TAHUN 2023  

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal necara per 31 Desember 2024 pada Pengadilan Negeri 

Tangerang yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2024. 

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut yang dapat dijabarkan pada Tahunan Tahun                  

Anggaran 2024 ini. 

F.3. Pengungkapan Lain-Lain 

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 

menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi: 

1. Daftar Rekening Pemerintah 

Terdapat beberapa rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang diantaranya : 

a. BRI Cabang Tangerang A/C 0120-01-000284-30-3 a.n. BPg 127 PENGADILAN NEGERI 

TANGERANG yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per 

tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0. Rekening sudah dibuka sesuai Surat Persetujuan 

Kuasa BUN Pusat No. S-1543/WPB.11/KP.127/2014 tanggal 14 Agustus 2014; 

b. BRI Cabang Tangerang A/C 0120-01-001566-30-0 a.n. BPg 127 PENGADILAN NEGERI 

TANGERANG yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per 

tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0. Rekening sudah dibuka sesuai Surat Persetujuan 

Kuasa BUN Pusat No. S-2482/MK.5/2009 tanggal 30 April 2009; 

c. BTN Cab. Tangerang A/C 00043-01-30-000860-1 a.n. RPL 127 Pengadilan Negeri Tangerang 

yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir 

per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 489.218.864.813. Rekening sudah dibuka sesuai 

Surat Persetujuan Kuasa BUN Pusat No. S-664/MK.5/2014 tanggal 03 Februari 2014. 

Dengan rincian per  tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut : 

1) Biaya Perkara Perdata sebesar Rp. 4.923.753.721 

2) Biaya Konsinyasi sebesar Rp. 454.240.345.453 

3) Biaya Eksekusi sebesar Rp. 30.054.765.639 

4) Uang Titipan Perkara Pidana sebesar  Rp. 0 

 

 




























































































































































